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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku
bullying di SMAN 19 Surabaya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
deskriptif dengan jumlah sampel 80 responden yaitu siswa kelas XII dari SMAN 19 Surabaya. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik presentase. Hasil yang telah diperoleh
menyatakan tentang tingkat kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan perilaku bullying di
SMAN 19 Surabaya dalam kategori cukup dengan presentase 54%. Berdasarkan hasil angket keempat
indikator kesadaran hukum menunjukkan hasil dengan rincian sebagai berikut. pengetahuan hukum sebesar
61,67% dalam kategori cukup, pemahaman hukum 57,41% dalam kategori cukup, sikap hukum 47,7%
dalam kategori kurang baik, perilaku hukum 48,86% dalam kategori kurang baik. Dalam penelitian ini
ditemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup baik belum tentu dapat menjamin sikap
dan perilaku yang taat. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal seperti dari dalam diri hati nurani
manusia yang sadar akan adanya nilai-nilai dalam masyarakat maupun faktor eksternal seperti hanya
sebatas takut terhadap sanksi, adanya peraturan atau bahkan dikondisikan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Bullying, Kekerasan, Kelas XII

Abstract

This research aims to measure the legal awareness of class XII students regarding the prohibition of
bullying behavior at SMAN 19 Surabaya. This research uses a quantitative approach with descriptive
methods using the sample size was 80 respondents, namely class XII students from SMAN 19 Surabaya.
The data analysis technique used in this research is the percentage technique. The results obtained state
that the level of legal awareness of class XII students regarding the prohibition of bullying behavior at
SMAN 19 Surabaya is in the sufficient category with a percentage of 54%. Based on the results of the
questionnaire, the four indicators of legal awareness show the results with the following details are legal
knowledge is 61.67% in the sufficient category, legal understanding is 57.41% in the sufficient category,
legal attitude is 47.7% in the poor category, legal behavior is 48.86% are in the poor category. This
research it was found that good knowledge and understanding of the law does not necessarily guarantee
obedient attitudes and behavior. This is due to internal factors such as within the human conscience which
is aware of the values in society as well as external factors such as simply being afraid of sanctions, the
existence of regulations or even being conditioned.

Keywords: Legal Awareness, Bullying, Violence, Twelfth Grade
PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang, perilaku ini dilakukan oleh individu terhadap

seseorang yang mengakibatkan gangguan fisik dan
gangguan mental (Diyah, 2016:1). Abuhuraerah dalam
Nursariani (2020:2) menjelaskan bahwa kekerasan ialah
suatu tindakan yang melukai secara fisik dan dilakukan
dengan  emosional tinggi terhadap  seseorang
dikarenakan desakan hasrat dalam diri yang tak
terkendali, degradasi maupun cemoohan permanen.
Artinya, kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang
memiliki tujuan untuk melukai fisik dan mental

individu yang lain dengan keadaan emosional yang
tidak dapat dikendalikan dari dalam diri pelaku yang
mengakibatkan cidera, luka fisik, trauma dan dilakukan
secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap
perbuatan, tindakan, dan keputusan yang diambil untuk
terhadap seseorang yang dapat mengakibatkan rasa
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sakit, luka, penderitaan bahkan kematian secara fisik,
intelektual ataupun mental dan hilangnya kesempatan
untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan
aman dan optimal, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, serta kerugian ekonomi.
Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kekerasan adalah
suatu perbuatan negatif individu terhadap individu lain
yang dianggap lemah dan mengakibatkan kerugian
maupun penderitaan pada individu tersebut seperti rasa
sakit, luka, secara fisik maupun gangguan mental atau
psikis.

Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata
“perundungan” yang mana perundungan merupakan
segala tindakan penindasan dengan cara menggunakan
kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk mengintimidasi
orang lain dengan maksud untuk membahayakan fisik,
mental, dan emosional melalui penyerangan, verbal
maupun pelecehan yang dilaukan dengan sengaja oleh
individu yang dominan atau tergolong lebih kuat kepada
individu yang dianggap lemah (Prawitasari, Sayudi,
Nuraeni, 2023:65).

Bullying atau perundungan merupakan salah satu
bentuk kekerasan yang telah tercantum dalam UU No.46
tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal
6 ayat (1) huruf ¢ yakni “perundungan”, Pasal 7 ayat (2)
huruf b yakni “penganiayaan”, dan Pasal 8 ayat (2) yang
menyataan bahwa kekerasan psikis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pengucilan,
penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor,
panggilan yang mengejek, intimidasi, teror,
mempermalukan di depan publik, dan pemerasan. Yang
kemudian secara tegas dinyatakan dalam UU No.46
tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal
9 yakni “perundungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ merupakan kekerasan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b
dan/atau kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena
ketimpangan relasi kuasa”.

Bullying merupakan salah satu bentuk pelanggaran
hukum yang banyak terjadi di lingkungan sekolah dan
dilakukan oleh anak-anak pada masa remaja. Masa
remaja adalah masa peralihan yang dialami oleh anak-
anak, memicu pada perkembangan dari anak-anak
menuju kedewasaan. Perubahan yang terjadi pada masa
remaja dimulai dari perubahan bentuk fisik, suara,
perasaan, dan juga perilaku (Diantika, 2017:168). Hal-
hal yang pernah dialami oleh anak pada masa remaja
cenderung akan ditiru bahkan diterapkan dalam
kehidupannya seperti apa yang dirasakan, dilihat, dan
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didengar. Oleh karena itu, anak-anak di masa remaja
harus memiliki moral diri yang baik agar tidak mudah
dipengaruhi oleh arus buruk. Sehingga pada proses
pendewasaan anak dapat belajar untuk membentuk
pribadi yang senantiasa dapat menjaga dan mengontrol
diri dengan baik.

Berdasarkan data Kementrian Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPPA,
2022) menunjukkan jumlah kasus kekerasan pada
kategori usia menunjukkan bahwa pelaku pada usia 18-
24 tahun mencapai 17,3% dan korban mendominasi
pada usia 13-17 tahun sebesar 32,3%%. KemenPPPA
menyebutkan data jenis kekerasan yang dialami korban
pada kekerasan fisik mencapai 10.500 dan kekerasan
psikis sebanyak 9.050.

Bullying secara signifikan memperburuk kondisi
mental pada korban yang dapat mengakibatkan trauma
mendalam, gangguan emosi, rasa rendah diri, rasa
marah yang tidak stabil, dan bahkan kematian (Desril,
dkk. 2019:7). Hal ini menekankan betapa pentingnya
bagi siswa untuk memahami kesadaran hukum,
terutama pada perundungan yang termasuk dalam salah
satu kekerasan. Perundungan  juga  dapat
mengakibatkan dampak negatif yang serius terhadap
prestasi akademik korban. Bullying juga dapat
mengubah siswa menjadi individu yang cacat secara
fisik, psikologis, akademis dan sosial. Bentuk fisik dari
dampak bullying adalah korban merasakan sakit pada
keadaan fisiknya. Dampak psikologis dari penindasan
adalah kecemasan ringan, keputusasaan, ketakutan,
penarikan diri, dan depresi. Dampak akademik dari
bullying adalah kurangnya fokus belajar dan
menurunnya minat belajar (Asikin, Burhan dan Arsyad,
2022: 188).

Satuan pendidikan atau yang dikenal sebagai sekolah
merupakan tempat untuk menempuh pendidikan,
menuntut ilmu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap
kewajiban yang diberikan oleh negara kepada anak
bangsa. Sekolah juga digunakan sebagai tempat untuk
bergaul dengan teman sebaya, belajar menghargai
sesama manusia terutama teman sebaya. Pendidikan
adalah sarana terbaik dan sangat penting untuk tumbuh
kembang dalam pembentukan potensi dan minat anak
bangsa agar lebih kreatif, edukatif, dan inovatif yang
bertujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki
budi pekerti luhur dan berakhlak mulia (Halizah &
Zulyan, 2023:353).

Perlindungan anak di lingkungan sekolah harus
lebih diperhatikan. Hal ini dikarenakan banyaknya
kasus kekerasan yang sangat marak di lingkungan
sekolah terutama pada jenjang SMA. Hal ini dibuktikan
berdasarkan data dari KemenPPPA pada laman
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SIMFONI-PPA yang menyatakan bahwa korban dari
kekerasan tertinggi terjadi pada jenjang SLTA pada
tahun 2022 sebanyak 8.511 yang kemudian meningkat
pada tahun 2023 menjadi 9.612 korban tercatat. Secara
teoritis dikatakan oleh Suyatno dalam (Halizah &
Zulyan, 2023:354) bahwa kekerasan yang dilakukan
kepada anak diartikan sebagai suatu kejadian melukai
fisik, mental, juga seksual yang menyebabkan kerugian
dan mengancam kesehatan anak.

Peristiwa perundungan ini sangat marak terjadi di
lingkungan satuan pendidikan maka Kemendikbud
mengeluarkan UU No. UU No.46 tahun 2023 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan. UU ini telah dibuat dan ditetapkan
sebagai konsentrasi dari pemerintah untuk mencegah
dan menangani perundungan yang terjadi di satuan
pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek
hukum, perundungan merupakan suatu tindakan yang
harus ditinggalkan karena dinilai sangat merugikan
siswa yang sedang mencari ilmu di sekolah.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran internal
masyarakat terhadap undang-undang yang ada, dimana
kesadaran tersebut diwujudkan dengan mengikuti dan
tidak mengikuti undang-undang yang ada. Seseorang
dapat menggunakan proses psikologis  untuk
membedakan peraturan yang harus ditaati dan larangan
yang harusnya dihindari seperti halnya sesuatu yang
boleh dilakukan maupun sesuatu yang tidak boleh
dilakukan, namun untuk menyadarkan hukum itu
sendiri, seseorang memerlukan informasi dan
pemahaman yang lebih (Kamijah, Pudjiastuti, &
Sutrisna, 2021:14).

Kesadaran siswa terhadap undang-undang yang
mengatur larangan bullying di sekolah dinilai lemah
apabila siswa tersebut mempunyai penilaian yang tidak
mengetahui atau memahami, tidak memahami sistem
hukum, mempunyai perilaku menyimpang terhadap
hukum, dan kurang patuh terhadap peraturan
perundang-undangan yang hanya mengetahui hukum
tetapi tidak bertindak sesuai dengan hukum yang ada,
sehingga cenderung melakukan perbuatan yang
melanggar hukum (Soekanto, 1982: 157). Kesadaran
hukum siswa terhadap perilaku hukum berkaitan dengan
tingkat kesadaran seseorang terhadap peraturan yang
mengatur tentang larangan perundungan. Pada saat yang
sama, seseorang membutuhkan lebih banyak informasi
dan pemahaman untuk merasakan kesadaran hukum
(Kamijah, Pudjiastuti, & Sutrisna, 2021:15).

Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran
hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari
persoalan yang secara luas, diantaranya masalah
pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap

765

hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya
pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum
tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan
penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, yang
selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Oleh
karena itu, Soekanto menyatakan bahwa kesadaran
hukum memiliki empat indikator, yaitu pengetahuan
hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku
hukum.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan
pada tahun 2022, diketahui bahwabullying yang terjadi
di SMAN 19 Surabaya sering dilakukan oleh para
siswa kelas XII kepada teman sebaya yaitu bullying
fisik dan bullying verbal. Bullying fisik yang dilakukan
oleh siswa berupa melempar dengan barang,
membuang barang milik teman, mecederai, dan dengan
sengaja menumpahkan air ke seragam teman. Hal ini
jika dibiarkan begitu saja dapat memicu hal yang lebih
besar lagi dan tidak membuat pelaku memiliki efek jera
oleh perlakuannya kepada temannya. Selain itu,
berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan
bahwa kasus- kasus bullying yang terjadi di lingkungan
sekolah melibatkan kelas XII, bullying yang dilakukan
diantaranya bullying fisik dan bullying verbal. Pada
tahun 2022-2023 terdapat empat kasus bullying fisik
dengan tiga korban dan empat kasus bullying verbal
dengan empat korban.

Menurut guru Bimbingan Konseling (BK), telah
banyak dilakukan sosialiasi mengenai anti bullying dan
melarang keras adanya perilaku bullying di SMAN 19
Surabaya. Namun dalam praktiknya, masih ada saja
perilaku bullying yang dilakukan sesama siswa.
Bullying yang dilakukan sesama siswa cenderung
tersembunyi dan diketahui oleh siswa itu sendiri.
Bullying yang masih terjadi adalah bullying verbal.

Apabila kesadaran hukum siswa telah terbentuk dan
dapat ditegakkan mulai dari sekolah, maka akan sangat
mudah dalam membentuk generasi bangsa yang
memiliki akhlak mulia, sadar hukum, dan bertanggung
jawab. Kesadaran hukum siswa sangat perlu tertanam
pada siswa guna untuk pencegahan terjadinya perilaku
menyimpang seperti bullying yang saat ini marak
terjadi. Oleh karena bullying termasuk dalam suatu
tindak kekerasan maka juga termasuk dalam
pelanggaran hukum. Pada siswa SMAN 19 Surabaya
yang sudah berusia 17 tahun keatas saat ini berada pada
kelas XII, yang mana bila melakukan pelanggaran
hukum harus dipertanggungjawabkan di muka hukum
secara mandiri. Maka dari itu, harus terdapat
pemahaman lebih lanjut akan kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perilaku
bullying di kalangan siswa menjadi suatu persoalan



Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 11 Nomor 04 Tahun 2023, 1-10

yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana
hal tersebut perlu adanya pengukuran yang dilakukan
mengenai kesadaran hukum siswa terhadap perilaku
bullying di SMAN 19 Surabaya. Penelitian ini dilakukan
melalui indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan
hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku
hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
deskriptif. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu
populasi atau sampel tertentu. Metode ini berupa angka
yang meliputi pengumpulan data, penafsiran data, serta
hasil data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatif dengan menyajikan data berupa
angka- angka dengan pendekatan deskriptif persentase.
Data tersebut digambarkan dengan data kuantitatif yang
kemudian dijabarkan dengan ditarik kesimpulkan
melalui deskriptif tentang kesadaran hukum siswa kelas
XII terhadap larangan perilaku bullying di SMAN 19
Surabaya.

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah seluruh
siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya sebanyak 406
siswa dengan sampel yang diperoleh menggunakan
rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 80 responden.
Penelitian ini hanya memiliki satu variabel bebas
(independen) yakni kesadaran hukum siswa kelas XII
terhadap larangan perilaku bullying di SMAN 19
Surabaya.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini
yakni pengetahuan hukum siswa kelas XII di SMAN 19
Surabaya mengenai hukum yang berlaku tentang adanya
larangan perilaku bullying yang termuat dalam UU
No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.,
pemahaman hukum siswa terkait sejumlah informasi
yang dimiliki siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya
mengenai isi dari peraturan tentang adanya larangan
perilaku bullying yang termuat dalam UU No.46 Tahun
2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Satuan Pendidikan, sikap hukum siswa
terhadap kecenderungan menerima hukum yang berlaku
yang diambil dari siswa kelas XII di SMAN 19
Surabaya tentang adanya larangan perilaku bullying
yang tercantum dalam UU No.46 Tahun 2023 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan, perilaku hukum siswa kelas XII di
SMAN 19 Surabaya mengenai hukum yang berlaku
tentang adanya larangan perilaku bullying yang
tercantum dalam UU No.46 Tahun 2023 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan.

Untuk mendapatkan responden sebanyak sampel
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yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan
teknik sampling yaitu purposive sampling. Teknik
sampling dengan purposive sampling dipilih
berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk
memperoleh  satuan sampling yang memiliki
karakteristik ~yang dikehendaki oleh peneliti
(Firmansyah, 2022:101). Karakteristik ~ yang
dikehendaki dari oleh peneliti untuk responden pada
penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 19
Surabaya dan berusia 17-22 tahun.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer, data yang didapatkan secara
langsung dengan penyebaran angket. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
melakukan penyebaran angket secara online melalui
platform link pada googleform dan observasi dengan
cara mengamati dan mengabadikan aktivitas siswa kelas
XII di SMAN 19 Surabaya. Instrumen penelitian ini
dengan menggunakan skala likert yang memiliki lima
opsi jawaban.

Untuk mengetahui validitas pernyataan yang telah
disusun, maka setiap pernyataan diuji validitasnya
dengan rumus product moment. Berdasarkan tabel r
product moment dengan jumlah sampel 80 dan taraf
kesalahan 10% (Signifikasi 10% tingkat kepercayaan
90% atau alpha 0,1) diperoleh r tabel sebesar 0,1829.
Jika r hitung lebih dari r tabel (rh>rt) maka instrumen
signifikan dan pernyataan dinyatakan valid serta
dapat dipergunakan untuk pengambilan data. Setelah
dilakukan perhitungan dengan rumus product
moment pada tiap pernyataan angket penelitian ini
diperoleh hasil valid.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan
dengan menggunakan teknik alpha cronbach.
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan,
hasil reliabilitas dari instrumen penelitian ini adalah
konsisten (reliable) dengan koefisien nilai r yaitu
0,9828106. Dari hasil perhitungan tersebut, maka
disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas angket
penelitian ini termasuk dalam kategori reliabilitas
sangat tinggi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dianalisis menggunakan rumus
persentase melalui tahapan yang dilakukan dalam
penelitian deskriptif. Penggunaan teknik persentase
untuk mengetahui kesadaran hukum siswa kelas XII di
SMAN 19 Surabaya adalah sebagai berikut.

n
Keterangan :
P : Hasil akhir persentase

n : Nilai yang diperoleh dalam angket
N : Jumlah Responden
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Data yang diperoleh melalui angket perlu
dikuantitatifkan terlebih dahulu dengan menentukan skor
terhadap angket yang setiap nomor nya memiliki lima
skor yang berbeda pada tiap pilihannya. Maka diperlukan
penentuan criteria penilaian. Adapun criteria penialaian
ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Xn = skor tertinggi x jumlah pernyataan

=5x36=180
Xi = skor terendah x jumlah pernyataan
=1x36=36
Interval nilai = @
i = (180-36)
5
i =144
5
i=288 =29

Dari perhitungan interval nilai terebut, diperoleh
kategori penilaian sebagai berikut.
Tabel 1. Kategori Penilaian Hasil Angket

Interval Persentase Kategori
152-180 85% - 100% Sangat Baik
123-152 69% - 84"% Baik
94-123 53% - 68% Cukup (Netral)
65-94 37% - 52% Kurang Baik
36-65 20% - 36% Sangat Kurang Baik

Sumber : data primer penelitian

Setelah hasil nilai interval sudah diketahui pada tabel
1 dari perhitungan berdasarkan skor yang didapat dari
angket. Setelah ditentukan kategori penilaiannya,
selanjutnya menganalisis skor tiap-tiap indikator yang
akan digunakan untuk menemukan skor rata-rata.
Setelah mendapatkan skor rata-rata akan diubah
menjadii persentase untuk mengetahui kategori dari
kesadaran hukum siswa kelas XIlI di SMAN 19
Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesadaran hukum merupakan konstruksi yang paling
mendasar dalam efektivitas penegakan hukum, yang
mana hal ini dikaitkan dengan suatu kebenaran telah
berfungsi atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku.
Hal ini merujuk pada pemahaman kesadaran seseorang
atau masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum dan
kewajibannya dalam menjalankan aturan yang telah
ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Oleh karena itu,
ini melibatkan pemahaman mengenai hak dan
kewajiban, serta penghargaan terhadap pentingnya
kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menjaga
tatanan sosial yang adil dan berfungsi dengan baik.
Penggambaran dari tingkat kesadaran hukum suatu
masyarakat dapat diketahui melalui indikator-indikator
seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap
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hukum, dan perilaku hukum orang-orang yang menjadi
target hukum dari suatu aturan hukum yang memuat
perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Akan tetapi,
pada dasarnya tiap individu memiliki tingkat kesadaran
hukum yang berbeda dalam menginternalisasi suatu
aturan hukum yang berlaku dari aspek pengetahuan,
pemahaman, sikap, dan perilakunya.

Tingkat kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap
perilaku bullying di SMAN 19 Surabaya memiliki
kategori berbeda dalam tiap tingkatan yang terbagi
menjadi 5 kategori, yaitu kesadaran hukum sangat baik
apabila hasil persentase mencapai 85%-100%,
kesadaran hukum baik apabila hasil persentase 69%-
84%, kesadaran hukum cukup apabila hasil persentase
53%-68%, kesadaran hukum kurang baik apabila hasil
persentase 37%-52%, dan kesadaran hukum sangat
kurang baik apabila hasil persentase 20%-36%.

Kesadaran hukum siswa kelas XII di SMAN 19
Surabaya dalam penelitian ini dapat diukur dari empat
indikator kesadaran hukum yakni, pengetahuan hukum,
pemahaman hukun, sikap hukum, dan perilaku hukum.
Keempat indikator kesadaran hukum tersebut tidak
dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan saling
berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Untuk
mengetahui hasil jumlah responden berdasarkan
kategori per-indikator kesadaran hukum maka harus
mengolah data yang telah terkumpul dan menentukan
nilai interval dengan perhitungan berikut.

Xn = skor tertinggi x jumlah soal tiap indikator

=5x9=45
Xi = skor terendah x jumlah soal tiap indikator
=1x9=9
Interval nilai = @
i = (45-9)
) 5
i=36
5
i=72
Pengetahuan hukum yang dimaksud ialah

pengetahuan siswa kelas XII terhadap aturan terkait
larangan perilaku bullying yang termuat dalam UU
No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Pengetahuan hukum merupakan aturan-aturan hukum
yang dapat mengatur tingkah laku orang-orang dalam
masyarakat. Peraturan yang dimaksud adalah undang-
undang yang tertulis dan tidak tertulis, yang didalamnya
seseorang mengetahui perilaku yang diperbolehkan
atau dilarang oleh undang-undang serta sanksi bagi
yang melanggarnya. Berikut ini adalah hasil dari
80responden yang telah menjawab pernyataan terkait
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indikator pengetahuan hukum siswa terhadap larangan
perilaku bullying di SMAN 19 Surabaya.

Jumlah skor kriterium dari indikator pengetahuan
hukum seluruh responden =5 x 9 x 80 = 3.600. Jumlah
skor pengumpulan data dari seluruh responden = 2.231.
Sehingga berdasarkan kelas interval perolehan skor
2.231 termasuk pada kategori cukup (netral). Jumlah
presentase = 2.231/3600 x 100% = 61,67 % dari yang
diharapkan 100%, Nilai 2.231 diperoleh dari jumlah
skor 9 pernyataan pengetahuan hukum yang telah
dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80 melalui
angket. Dengan perolehan hasil 2.231, maka
pengetahuan hukum responden diperoleh skor rata-rata
tiap responden 27,89 yang pada kategori interval berada
pada kategori cukup. Perolehan kategori cukup
menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki
siswa kelas X1l cukup atau seimbang dalam mengetahui
peraturan terhadap larangan perilaku bullying di SMAN
19 Surabaya. Untuk mengetahui jumlah responden pada
masing-masing kategori pengetahuan hukum dalam
tabel berikut.

Tabel 2. Kategori Interval Pengetahuan Hukum

Interval Kategori f Persentase
37,8-45 Sangat Baik 10 12,5%
30,6-37,8 Baik 19 23,75%
23,4-30,6 Cukup 25 31,25%
16,2-23,4 Kurang Baik 23 28,75%
9-16,2 Sangat Kurang 3 3,75%

Baik
Jumlah 80 100%
Skor rata-rata 2.231:80 = 27,89

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 2 diketahui hasil indikator
pengetahuan hukum adalah sebanyak 25 siswa dengan
presentase 31,25% memiliki pengetahuan hukum yang
cukup, sebanyak 23 siswa dengan presentase 28,75%
memiliki pengetahuan hukum kurang baik, sebanyak 19
siswa dengan pesentase 23,75% memiliki pengetahuan
hukum baik, sebanyak 10 siswa dengan presentase
12,5% memiliki pengetahuan hukum yang sangat baik,
dan sebanyak 3 siswa dengan presentase 3,75% memiliki
pengetahuan hukum sangat kurang baik. Berdasarkan
hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan kesimpulan
bahwa siswa kelas X1l di SMAN 19 Surabaya memiliki
pengetahuan hukum dengan presentase 61,67% dan rata-

rata skor 27,89 berada pada kategori memiliki
pengetahuan hukum yang cukup.
Pemahaman hukum vyang dimaksud ialah

pemahaman siswa kelas XII terhadap aturan terkait
larangan perilaku bullying yang termuat dalam UU
No0.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Pemahaman hukum merupakan pemahaman siswa
terhadap informasi terkait aturan hukum yang diketahui.
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Hal ini berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai
sejumlah informasi yang dimilikinya terkait dengan isi
peraturan dari suatu hukum tertentu yang telah
diketahuinya berlaku dalam masyarakat.

Jumlah skor kriterium dari indikator pemahaman
hukum seluruh responden =5 x 9 x 80 = 3.600. Jumlah
skor pengumpulan data dari seluruh responden = 2.067.
Jumlah presentase = 2.067/3600 x 100% = 57,41 % dari
yang diharapkan 100%. Nilai 2.067 diperoleh dari
diperoleh dari jumlah skor 9 pernyataan pengetahuan
hukum yang telah dijawab oleh tiap-tiap responden
berjumlah 80 melalui angket. Dengan perolehan hasil
2.067, maka pengetahuan hukum responden diperoleh
skor rata-rata tiap responden 25,83 yang pada kategori
interval berada pada kategori cukup. Perolehan kategori
cukup menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang
dimiliki siswa kelas XII cukup atau seimbang dalam
mengetahui peraturan terhadap larangan perilaku
bullying di SMAN 19 Surabaya. Untuk mengetahui
hasil jumlah responden terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Kategori Interval Pemahaman Hukum

Interval Kategori f Persentase
37,8-45 Sangat Baik 8 10%
30,6-37,8 Baik 15 18,75%
23,4-30,6 Cukup 22 27,5%
16,2-23,4 Kurang Baik 31 38,75%
9-16,2 Sangat Kurang 4 5%
Baik
Jumlah 80 100%
Skor rata-rata 2.067 : 80 = 25,83

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 3 diketahui hasil indikator
pemahaman hukum adalah sebanyak 31 siswa dengan
presentase 38,75% memiliki pemahaman hukum yang
kurang baik, sebanyak 22 siswa dengan presentase
27,5% memiliki pemahaman hukum cukup, sebanyak
15 siswa dengan pesentase 18,75% memiliki
pemahaman hukum baik, sebanyak 8 siswa dengan
presentase 10% memiliki pemahaman hukum yang
sangat baik, dan sebanyak 4 siswa dengan presentase
5% memiliki pemahaman hukum sangat kurang baik.
Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh
didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas XII di
SMAN 19 Surabaya memiliki pemahaman hukum
dengan presentase 57,41% dan rata-rata skor 25,83
berada pada kategori memiliki pemahaman hukum
yang cukup.

Sikap hukum yang dimaksud ialah langkah sikap
yang diambil oleh siswa kelas XII terhadap aturan
terkait larangan perilaku bullying yang termuat dalam
UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan. Siswa kelas XII mengambil langkah sikap
untuk menerima atau tidak adanya aturan terkait
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bullying sebagai suatu nilai yang bermanfaat bagi
lingkungan sekolah. Apabila siswa menerima adanya
aturan tersebut, maka akan mematuhi aturan yang
tercantum didalamnya sebagai penghargaan suatu
hukum yang dianggap bermanfaat apabila ditaati.

Jumlah skor kriterium dari indikator sikap hukum
seluruh responden = 5 x 9 x 80 = 3.600. Jumlah skor
pengumpulan data dari seluruh responden =1.720.
Sehingga berdasarkan kelas interval perolehan skor
1.720 termasuk pada kategori kurang baik. Jumlah
presentase = 1.720/3600 x 100% = 47,70 % dari yang
diharapkan 100%. Nilai 1.720 diperoleh dari jumlah skor
9 pernyataan pengetahuan hukum yang telah dijawab
oleh tiap-tiap responden berjumlah 80 melalui angket.
Dengan perolehan hasil 1.720, maka pengetahuan
hukum responden diperoleh skor rata-rata tiap responden
21,5 yang pada kategori interval berada pada kategori
kurang baik. Perolehan kategori rendah menunjukkan
bahwa sikap hukum yang dimiliki siswa kelas XII
sebagian besar rendah atau kurang dalam menerima
peraturan terhadap larangan perilaku bullying di SMAN
19 Surabaya.Untuk mengetahui jumlah responden pada
masing-masing kategori pemahaman hukum dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kategori Interval Sikap Hukum

Interval Kategori f Persentase
37,8-45 Sangat Baik 1 10%
30,6-37,8 Baik 10 18,75%
23,4-30,6 Cukup 22 27,5%
16,2-23,4 Kurang Baik 26 38,75%
9-16,2 Sangat Kurang 21 5%
Baik
Jumlah 80 100%
Skor rata-rata 1.720:80=215

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 4 diketahui hasil indikator sikap
hukum adalah sebanyak 26 siswa dengan presentase
32,5% memiliki sikap kesadaran hukum yang kurang
baik, sebanyak 22 siswa dengan presentase 27,5%
memiliki sikap kesadaran hukum cukup, sebanyak 21
siswa dengan pesentase 26,25% memiliki sikap
kesadaran hukum sangat kurang baik, sebanyak 10
siswa dengan presentase 12,5% memiliki sikap hukum
baik, dan sebanyak 1 siswa dengan presentase 1,25%
memiliki sikap kesadaran hukum sangat kurang baik.
Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh
didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas X11 di SMAN
19 Surabaya memiliki sikap kesadaran hukum dengan
presentase 47,7% dan rata-rata skor 21,5 berada pada
kategori memiliki sikap hukum yang kurang baik.

Perilaku hukum yang dimaksud ialah tindakan nyata
siswa kelas X1I terhadap aturan terkait larangan perilaku
bullying yang termuat dalam UU No.46 tahun 2023
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
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Lingkungan Satuan Pendidikan. Perilaku hukum
merupakan tindakan nyata seseorang dalam berperilaku
bermasyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah
dianggap baik dan bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan
tindakan nyata siswa sesuai dengan ketentuan dari
aturan yang berlaku.

Jumlah skor kriterium dari indikator perilaku hukum
seluruh responden = 5 x 9 x 80 = 3.600. Jumlah skor
pengumpulan data dari seluruh responden = 1.759.
Sehingga berdasarkan kelas interval perolehan skor
1.759 termasuk pada kategori kurang baik. Jumlah
presentase = 1.759/3600 x 100% = 48,86 % dari yang
diharapkan 100%. Nilai 1.759 diperoleh dari diperoleh
dari jumlah skor 9 pernyataan pengetahuan hukum yang
telah dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80
melalui angket. Dengan perolehan hasil 1.759, maka
pengetahuan hukum responden diperoleh skor rata-rata
tiap responden 21,98 yang pada kategori interval berada
pada kategori kurang baik. Perolehan kategori rendah
menunjukkan bahwa perilaku hukum yang dimiliki
siswa kelas XII sebagian besar rendah atau kurang
dalam mematuhi peraturan terhadap larangan perilaku
bullying di SMAN 19 Surabaya. Untuk mengetahui
jumlah responden pada masing-masing kategori
pemahaman hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Kategori Interval Perilaku Hukum

Interval Kategori f Persentase
37,8-45 Sangat Baik 3 3,75%
30,6-37,8 Baik 10 12,5%
23,4-30,6 Cukup 23 28,75%
16,2-23,4 Kurang Baik 17 21,25%
9-16,2 Sangat Kurang | 27 33,75%
Baik

Jumlah 80 100%
Skor rata-rata 1.759: 80 = 21,98

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 5 diketahui hasil indikator
perilaku hukum adalah sebanyak 27 siswa dengan
presentase 33,75% memiliki perilaku hukum yang
sangat kurang baik, sebanyak 23 siswa dengan
presentase 28,75% memiliki perilaku hukum cukup,
sebanyak 17 siswa dengan pesentase 21,25%
memiliki perilaku hukum kurang baik, sebanyak 10
siswa dengan presentase 12,5% memiliki perilaku
hukum baik, dan sebanyak 3 siswa dengan presentase
3,75% memiliki perilaku hukum sangat baik.
Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh
didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas XII di
SMAN 19 Surabaya memiliki perilaku hukum
dengan presentase 48,86% dan rata-rata skor 21,98
berada pada kategori memiliki perilaku hukum yang
kurang baik.

Soerjono Soekanto (1982:157) mengatakan bahwa
manusia telah memiliki kesadaran hukum yang baik
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adalah ketika manusia tersebut memiliki pengetahuan
dan pemahaman hukum vyang baik maka akan
menimbulkan suatu penghargaan kepada produk hukum
tertentu sehingga mendorong terbentuknya sikap dan
perilaku yang taat sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku.

Jumlah skor kriterium dari kesadaran hukum seluruh
responden = 5 x 36 x 80 = 14.400. Jumlah skor
pengumpulan data dari seluruh responden 7.777.
Jumlah presentase = 7.777/14.400 x 100% = 54% dari
yang diharapkan 100%. Nilai 7.777 diperoleh dari
jumlah skor 36 pernyataan pengetahuan hukum yang
telah dijawab oleh tiap-tiap responden berjumlah 80
melalui angket. Dengan perolehan hasil 7.777, maka
kesadaran hukum responden diperoleh skor rata-rata tiap

Kesadaran hukum diketahui dari empat indikator
kesadaran hukum. Dari hasil penelitian yang diperoleh,
pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap
hukum siswa kelas XIlI terhadap larangan perilaku
bullying di SMAN 19 Surabaya sebagaimana yang telah
diatur dalam UU No.46 tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum
yang memiliki presentase cukup baik, tidak menjamin
adanya sikap dan perilaku hukum yang baik. Hal ini
dikarenakan ada faktor internal maupun eksternal yang
dapat mempengaruhi naluri seorang manusia. Hasil dari
penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Kesimpulan Hasil Kesadaran Hukum Tiap

responden 97,21 yang pada kategori interval berada pada Indikator
kategori cukup. Perolehan kategori cukup menunjukkan Indikator Skor | Persentase | Kategori
bahwa perilaku hukum yang dimiliki siswa kelas XII Rata-Rata
] Pengetahuan 27,89 61,67% Cukup
cukup dalam mematuhi peraturan terhadap larangan Hukum
perilaku bullying di SMAN 19 Surabaya. Sehingga Pemahaman 2583 | 57,41% Cukup
masih terdapat beberapa siswa yang melanggar Hukum
ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui jumlah Sikap Hukum 215 | 4T7% :“_rli‘”g
. . . al
responden pad_a. masing-masing I.<ategor| pemahaman SeriTaku FIukum 108 | 48.86% Kurang
hukum dapat dilihat pada tabel berikut. Baik
Tabel 6. Kategori Interval Kesadaran Hukum Kesadaran 97,21 54% Cukup
Interval Kategori f Persentase Hukum
37,8-45 Sangat Baik 1 1,25% Sumber : data primer penelitian
30,6-37,8 Baik 15 | 18,75% Berdasarkan tabel 7 diketahui hasil dari penelitian
- 0, - - - -
28,4-30.6 Cukup___ 24| 0% ini adalah siswa kelas XII di SMAN 19 Surabaya pada
16,2-23,4 Kurang Baik 37 46,25% L. .
9162 Sangat Kurang | 3 3.75% indikator pengetahuan hukum berada pada I.<ategor|
Baik cukup, pemahaman hukum berada pada kategori cukup,
Jumlah 80 | 100% sikap hukum berada pada kategori kurang baik, dan
Skor rata-rata 7.777:80=197,21 perilaku hukum berada pada kategori kurang baik,

Sumber : data primer penelitian

Berdasarkan tabel 6 diketahui hasil dari keempat
indikator kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap
larangan perilaku bullying di SMAN 19 Surabaya adalah
sebanyak 37 siswa (46,25%) memiliki kesadaran hukum
kurang baik, 24 siswa (30%) memiliki kesadaran hukum
cukup , 15 siswa (18,75%) memiliki kesadaran hukum
baik, 3 siswa (3,75%) memiliki kesadaran hukum sangat
kurang baik, 1 siswa (1,25%) memiliki kesadaran hukum
sangat baik. Skor rata-rata yang dicapai oleh tiap siswa
pada keempat indikator kesadaran hukum sebesar 97,21
dengan presentase 54%. Berdasarkan skor rata-rata
tersebut, maka diperoleh hasil dari kesadaran hukum
responden masuk kedalam kategori cuku. Artinya,
kesadaran hukum siswa kelas XII  memiliki
keseimbangan antara peraturan dan tindakan yang
diimplementasikan maupun yang tidak
diimplementasikan terhadap aturan larangan perilaku
bullying di SMAN 19 Surabaya.
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sehingga dihasilkan kesadaran hukum berada pada
kategori cukup. Artinya, siswa kelas XII di SMAN 1
Surabaya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang cukup terhadap larangan perilaku bullying, akan
tetapi pada hasil sikap dan perilaku hukumnya
menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak
memiliki sikap dan perilaku yang baik. Maka dapat
disimpulkan  bahwa terjadi  ketidakkonsistenan
kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa sehingga
pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik, belum
tentu menjamin sikap dan perilaku yang taat terhadap
aturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan masih ada
perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa kepada
siswa yang lain yang dianggap lemah dan minoritas.
Indikator kesadaran hukum mengalami
inkonsistensi dalam pengembangan kesadaran hukum
untuk menciptakan budaya hukum yang baik karena
dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Faktor budaya
berupa nilai-nilai sosial masyarakat. Faktor-faktor
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tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah
ditemukan bahwa banyak siswa yang tidak melakukan
perbuatan bullying karena dirinya belum menyadari
bullying merupakan perbuatan yang tercela dan
melanggar norma dan nilai.

Adapun  faktor eksternal yang ditemukan
bahwasannya bahwa siswa yang tidak melakukan
perbuatan bullying bukan dari hati nurani nya sendiri,
akan tetapi dorongan motivasi dari adanya ketakutan
atas sanksi yang diberikan oleh sekolah seperti
panggilan orang tua maupun skorsing selama lima hari.
Sedangkan siswa yang masih melakukan memiliki nilai
bahwasannya pelanggaran hukum seperti bullying yang
tidak berakibat fatal dan telah dilakukan oleh sebagian
orang dengan dalih “bercanda”, maka sanksi atas
pelanggaran tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk
diterapkan. Hal ini berimplikasi pada tindakan siswa
kelas XII yang mentolerir pelanggaran atas perilaku
bullying yang dilakukan oleh teman sebayanya dengan
tidak melapor kepada guru atau pihak yang berwenang.
Oleh karena itu, perlu upaya yang harus dilakukan oleh
sekolah untuk mencegah dan menangani kasus
perundungan tersebut dengan membentuk satuan tugas
penanganan (satgas) perundungan agar siswa dapat
mengetahui bahwa perundungan merupakan tindakan
yang harus ditangani dengan serius. Selain itu, peran
guru BK juga sangat penting untuk memberikan
konseling terkait bahaya perundungan kepada siswa.
Juga memberikan fasilitas seperti banner gerakan anti
bullying di sekolah lengkap dengan tata cara pelaporan
dan jika mengadakan kegiatan yang melibatkan
kreativitas siswa dapat memasukkan tema-tema yang
mengandung unsure gerakan anti bullying.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini adalah siswa kelas XII di SMAN 19
Surabaya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang cukup terhadap larangan perilaku bullying, akan
tetapi pada hasil sikap dan perilaku hukumnya
menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak
memiliki sikap dan perilaku yang baik. Maka dapat
disimpulkan  bahwa terjadi  ketidakkonsistenan
kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa sehingga
pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik, belum
tentu menjamin sikap dan perilaku yang taat terhadap
aturan yang berlaku.

Hal tersebut dikarenakan adanya faktor internal yang
dimaksud adalah ditemukan bahwa banyak siswa yang
melakukan perbuatan bullying karena dirinya belum
menyadari bullying merupakan perbuatan yang tercela

771

dan melanggar norma dan nilai. Adapun faktor
eksternal yang ditemukan bahwa siswa masih memiliki
sifat senioritas dan merasa lebih unggul dari teman yang
lainnya sehingga tidak enggan melakukan perundungan
kepada teman sebayanya.

Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan terkait
kesadaran hukum siswa kelas XII terhadap larangan
perilaku bullying di SMAN 19 Surabaya, maka
disarankan, (1) bagi pihak sekolah untuk mencegah dan
menangani  kasus perundungan tersebut dengan
membentuk satuan tugas penanganan (satgas)
perundungan agar siswa dapat mengetahui bahwa
perundungan merupakan tindakan yang harus ditangani
dengan serius. Selain itu, peran guru BK juga sangat
penting untuk memberikan konseling terkait bahaya
perundungan kepada siswa. Juga memberikan fasilitas
seperti banner gerakan anti bullying di sekolah lengkap
dengan tata cara pelaporan dan jika mengadakan
kegiatan yang melibatkan kreativitas siswa dapat
memasukkan tema-tema yang mengandung unsure
gerakan anti bullying, (2) bagi siswa untuk men
ingkatkan kesadaran hukum terhadap larangan perilaku
bullying agar tercipta lingkungan belajar yang aman
dan nyaman.
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